
BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5  TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 53 TAHUN 2OO9
TENTANG PEDCMAN PENATAUSAHAAN PELAKSATnnT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJN ONENNH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2O1O

Menimbang ' .  a .

Meng ingat  :  1 .

b .

BUPATI REMBANG,

bahwa dalam rangka memenuhi  aspiras i  dan permasalahan
teknis dalam penatausahaaf pel.aksanban anggaran pendJprtJn
9:l-,?gl"Tg daerah perru dirakuk"l peiiloanan teiria?ip
Lamprran _Peraturan B_upati Rembang Nomor s3 Tahun 200b
tenta.ng.Pedoman penatausahaail pelaksanaan nnggiian
Pendapatal gsn Belanja Daerah Kabupaten nemnang "i;hrn
Anggaran 2010;

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurufa, perlu meneiapkan Peiaturan B"upati tentanq perubahLan
Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun z"6og tent;;q
Pedoman Penatausahaan pelEksanaan Anggaian Cend;p;];;
9?l^ Belanja Daerah Kabupaten Rembanf"ianun A;gg;;;;
2010

Undang-undang. f . lomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah 

- 
Kabupaten dalam Lingkungan "propinsi j ;*;

Tengah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1gg5 tentanq paiak Bumi dan
F.rngunql (Lembaran Negara Republ ik Indon6sia'Tahun 19gsNomor 68, Tambahan L6mbaran' rrtegara ne-prnrir Indonesia
Nomor 3312) ,s^elagaimana telah oTunan o'engJn unoang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahanXias Undanq-
undang Nomor 12 Tahun 1gg5 t6ntang pilar g*i-t""n
F.rngunll (Lembaran Negara Republik lndonesii ranun 1gg4
Nomor -62, Tambahan L6mbaran tttegari- nepuOf if Indonesia
Nomor 3569);

lJndang-Undang Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang pembentukan
Peraturan Perundang. -. undang?n (Lembaran N"egara nepuniir<
Indonesia Tahun 2064 Nom91 53, Tambahan t_em"ojran Nbgli"'
Republ ik Indonesia Nomor 438g):

Hndalg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
llaerah ll_embaran Negara Republik Indonesi-a Tahun z0c4
No.mor 12\ Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta h u n 4!!t l. seba g a r_|n a n a te la h d i u ba h"d e n g a n' u no i n g - U nd a n q
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan P6raturin pEmIr".i;fi
Penggant i  Undang -Undang Nomor '3  Tahun 2005 tentanq
Perubahan Un*rng-Undang N9*9t 32 Tahun iooq tenii.g
Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang tt-emnaijf iNegara Republik Indonesia Tbhun 2005 r{omor 1d'9, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 454g);
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14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeiah
fleqbqran Negara Repubtik Indonesia Tahun zoo+ rrromoiTA,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g1; 

'

Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentanq Kedudukan
Protokoler dan Keuanqan . pimpinan dan Angdota Dewan
Penruakilan ,Rakyat^ . D5erah llqmbaran r.regiia nJpJuir<
Indonesia Tahun 2004 Nomor g0, Tambahan t_etibaran trbgriJ
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana tetin neoeiCa
kali diubah terakhir dengan peiaturan" pemerintlh ruomor 2iTahun 2007. . tentang- 

-perubahan 
Ketiga atii peraturan

Pemerintah Nomor 2q rahun 2004 Tentang 
- 

Kedudui;;
Protokoler dan Keuanqan pimpinan dan An"ggota Dewan
Penruakilan ,Rakyat^_ DSerah ._(Lgmbaran NegEia nepuorirlndonesia Tahun 2007 Noqgl 47, Tambahan r-eilroiran r.rbglfaRepubli l< Indonesia Nomor 47 1r2),

Peratu ran Peme rinta h N omor 58 Tah u n 2005 tenta noPengelo.l"ln , K"{Ag_rf'. Daerah (lembaran NegaiJ n"pruril
Indonesia Tahun 2005 Nom.o_r 1_40,'Tambahan Leifrnaian Nbg;;;Republik Indonesia Nomor 4STB)., 

'

l{eputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 terrtang pedoman
Pelaksanaan, iptlgqdaan Barang/l_asg pemerintin"l lemurrrn
flegara Republik Indonesia Tahu-n 2003 Nomor l in, tamujnJn
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4330)
:ebagaimana telah diubah _ beberapa kali terirni i  oeng#Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 200i te;t"il perunafiin
Ketujuh Atas.K.eputusan presiden Nomor g0 l 'ahrn ioog tent;;oPedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jail pemLrintrn'. 

-""

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2oo7 tentang Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun zoor ientang-- Cengesahan,
Pengundangan dan penyebarluasan perjtuian p;;r;J;;gl
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuingan Daerah sebJqa-imana telahdiubah denoan Peraturan Me-nteri Dalanr Neg6ii Nomor sgTahun 2OO/tentang-ieiJbahan AtaJperaturan Menteri Datam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang peooma; p;g"lorrrn
Keuangan Daerah; \

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003
Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nornor 46, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kab_upaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007
tentang. Penqelolaan Bqqang Mirik Da"erah (Lembaran Daerah
Kabupaten_ Rembang Tahun 20or Nomor gg, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomo r 72);

Peraturan Bupati Rembang Nomor s3 Tahun 2009
I_enta.ng Pedoman Penatausahaan pelaksanaan Anggaran
Pendapatql_ 9gl^ Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tanun
Anggary|.2010 (Berita Daerah Kabupateh Rembang Tah"un 2009
Nomor 53)
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI REMBANG NOMOR 53 TAHUN 2OO9 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang
Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2009 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Bab l l ,  huruf A angka 3, halaman 7 tentang Pengelola
keuangan SKPD, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .

3. Pengelola Keuangan SKPD terdiri atas :
a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
b. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
e. Bendahara Penerimaan;
f. Bendahara Pengeluaran;
g. Bendahara Penerimaan Pembantu;
h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
i. Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji;
j. Bendahara Barangl Pengurus Barang.

2. Lampiran Bab l l ,  huruf A angka 4, halaman 20 tentang Panitia
Pemeriksa Pengadaan Barang /Jasa, angka 2 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

2) Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal
beranggotakan :

a) tetap;
b) 5 (l ima ) orang, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai

di atas Rp.50.000.000,00 (l ima puluh juta rupiah), terdiri dari
unsur-unsur sebagai berikut :

o Ketua : Unsur SKPD yang bersangkutan;

. Sekretaris : Unsur teknis terkaiUAdm.Pembangunan;
o Anggota :

(1) Unsur DPPKAD/ Administrasi Pembangunan;

(2) Unsur SKPD yang bersangkutan;

(3) Unsur DPPKAD Kabupaten Rembang.

Pengisian jabatan sekretaris panitia pemeriksa, tergantung jenis
barang/jasa dan SKPD pelaksana. Apabila SKPD pemilik
pekerjaan adalah yang membidangi teknis barang/jasa yang
diadakan, maka unsur ketua dianggap sekaligus mewakil i  unsur
teknis, sehingga sekretaris diisi oleh unsur Administrasi
Pembangunan.
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3.

Dan apabila SKPD pemilik pekerjaan bukan yang membidangi teknis
barang/jasa yang diadakan maka unsur sekretaris diisi oleh unsur SKPD
teknis terkait, dan unsur Administrasi Pembangunan menempati unsur
anggota manakala jumlah kepanitiaan 5 orang. Khusus untuk pekerjaan
yang tidak memerlukan teknis tertentu/ bersifat umum maka jabatan
sekretaris diisi dari unsur Administrasi Pembangunan Setda.

c) dihapus.

Lampiran Bab l l l ,  Huruf D, halaman 49 tentang Penomoran Dokumen
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. PENOMORAN DOKUMEN

Untuk keseragaman dan memudahkan pengendalian pada setiap

dokumen pengelolaan keuang daerah dilakukan standarisasi penomoran

dokumen dalam Program Aplikasi SIMDA-KEUANGAN sebagai berikut:
Nomor Dokumen
4 digit

I Jenis

Dokumen
I Kode

SKPD
I Angka Bulan

Huruf Latin
I Tahun

Anggaran

Sebagai contoh:

I  SPD

2 SPP

3 SPJ

4 PENGESAHAN SPJ

5 SPM

6 SP2D

7 CEK (PENCATMN DANA)

8 STS

9 TANDA BUKTI/KUITANSI PEMBAYAMN

IO BUKTI PENERIMMN

II BUKTI PEMUNGUTAN PA]AK

I2 BUKTI SETOMN PAJAK

I3 NOTA KREDIT

14 MEMO JURNAL

I5 TMNSFER ANTAR BANK

I6 PENOMOMN CP

000 l/sPD/ 1.01.0 1. }tl }Ll 20t0
000 1/spp -up I r.0 1.0 1.01 I 0rl 2ot0
000 I/SPJ-GU/ 1.0 1.0 1.0 1/02 I 2010
000 l/spJ-GU-sAH/ 1.01.0 1.0 rl 021 2010
000 l/spM-up/ 1.0 1.0 1.01/0 1 I 2010
000 1/sp2D-up/ 1.0 1.0 1 .au 0r I 2010
000 1/cEK -uP I L 01.0 1.0 1/0 r/20 10
000 l/sTS/ 1 .0 1 .0 1 . 1Ll }Ll 20t0
000 I/TBP/ 1. 0 1.0 1 .}Ll 0rl 20L0
000rlBP 11.01 .01.0 Ll0Ll20r0
000 1/PJM/ 1.01.0 1. Ul }tl 2010
000 1/PJS/ 1.0 1.0 1.0 U 0U 2010
000 l/NK/ 1.0 1.0 1.0 u 0u 2oL0
000 l/MJ/ 1.01.0 1.0 u 0Ll20L0
000 1/TAB/ 1. 0 1. 0 1. 0L I 0r I 2010
000 l/cPl 1.01.0 1 .ou 0L I 2010

Untuk dokumen yang berasal dari pihak lain yang telah diberikan nomor
(misalnya nomor cek dan SSP) dicantumkan kembali penomoran standar
tersebut di atas, sementara itu untuk nomor yang berasal dari pihak lain
dicantumkan dalam uraian keterangan transaksi masing-masing dokumen.
Untuk penyetoran pengurangan/ penambahan belanja (contra post/CP)
wajib disetor ke kasda satu kegiatan dalam satu setoran. Misal dalam
pelaksanakan kegiatan A menggunakan Tambah Uang (TU) dan ada sisa
belanja sebesar 500 ribu, maka harus disetor ke kas daerah dalam satu
setoran sebesar 500 ribu, diir:inci sesuai dengan rekening sisa dana yang
tidak digunakan dan ditulis nomor SPM kegiatan terkait.



Lampiran Bab lV huruf  B,  angka 4,  halaman 58 tentang mekanisme
penyaluran dan pertanggungjawaban,  huruf  d d iubah,  sehingga berbunyi
sebagai  ber ikut  :

d. Penerima bantuan sosial  mengajukan permohonan pencairan dana
kepada Bupati clq Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah melalui PPTK-SKPD berkenaan dengan dilengkapi
persyaratan:

1) Surat permohonan pencairan dana;
2) Proposal yang telah mendapat persetujuan Bupati;
3) Nomor rekening penerima bantuan dilampiri copy buku rekening

bank yang masih aktif, untuk bantuan di atas Rp. 5.000.000,00
(l ima juta rupiah),  sedangkan untuk bantuan Rp. 5.000.000,00
(l ima juta rupiah) kebawah dapat dicairkan melalui  rekening
bendahara pengeluaran.

4) Susunan pengurus organisasi  penerima bantuan;
5) Foto copy KTp penerima bantuan;
6) Surat tanda bukti pembayaran;
7) Surat pernyataan penerima bantuan yang menyatakan bahwa

bantuan yang di ter ima dipergunakan untuk keperluan sesuai
rencana penggunaan bantuan, bermeterai  Rp.6000,00 (enam
r ibu rup iah) .
Berkas permohonan pencairan bantuan sosial  dibuat rangkap S
( l ima) .

Pasal  l l

Peraturan Bupat i  in i  mula i  bei ' laku pada tanggal  d iundangkan

Aga.r setiap orang mengetah.ui.nya,_mqme1intahkan pengundangan peraturan Daerahin i  dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Rembang.

4 .

Ca hn
Remba nq

n
50 lcrfvuct n ? ol o

MBANG,
?

SALIM
Diundangkan d i  Rembang
pada tanggal 30 JAUO n ,? o 1o

BERITADAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2O1O NOMOR 9
5

fl
3Ft"_

RIS DAERAH
N REMBANG

FATONI


